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Perlindungan Hukum

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk
tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum
sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum
positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum.
Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi
hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) (Soeroso,
2016:46).

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan
perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah
dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan
suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum (Jauhari, 2013:86-87).

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum
kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social
(Pomantow, 2014:36).

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur

perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah



berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana
dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan
negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek
yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak.
Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan
tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-
undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek
kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-
undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha
untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik
pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang

dikehendaki dapat diakhiri(\Wahyudi.S, 2008:1).



